
Implementasi sakip
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kabupaten Sidoarjo



Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan
Luas Wilayah terkecil di Provinsi Jawa Timur, namun

memiliki Kepadatan Penduduk yang tinggi
Sektor Industri dan Perdagangan memiliki kontribusi

tertinggi dalam pertumbuhan ekonominya.
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Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Luas Wilayah : ±74.000 Hektar
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Perkembangan Jumlah Penduduk

49.58%50.42%

Komposisi Jenis Kelamin

0 - 19 Tahun
30.58%

20 - 39 Tahun
32.96%

40 - 69 Tahun
31.66%

> 70 Tahun
4.79%

Komposisi Usia

Paling Banyak pada
kelompok usia MILLENIAL

Akses Bandara Internasional Juanda

Berbatasan Langsung dengan Ibu Kota
Provinsi Jawa Timur

Sekitar 30% Penduduk Berprofesi Sebagai
Wirausaha / Karyawan Swasta

Kawasan Permukiman
33.77%

Kawasan Sawah 18.96%

Kawasan Tambak 18.69%

Kawasan Industri & Perdagangan
12.07%

Komposisi
Penggunaan Lahan
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Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

UsahaMikro 207.184 Usaha Jumlah Industri 16.966 Industri
Ekonomi Kreatif 76 Komunitas

SHARE PDRB ADHK TAHUN 2018

Industri Pengolahan dan
Perdagangan memiliki kontribusi
tertinggi, yang didalamnya
termasuk usaha mikro

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo (dalam ratusan juta)

Memiliki 72 Sentra Usaha Mikro yang tersebar di 18 Kecamatan

Pertumbuhan Industri 0.45% dan Perkembangan UMKM Sangat Pesat

Nilai Eksport lebih tinggi (60,14%) dari pada Nilai Import (39,86%)

60.14%
39.86%

Daya Saing Eksport - Import

Eksport

Import

Tahun Pendapatan Asli Daerah

2010 Rp      356.161.848.548,24

2011 Rp      484.313.737.307,27

2012 Rp      669.617.556.904,41

2013 Rp      858.433.670.217,95

2014 Rp   1.115.332.938.500,16

2015 Rp   1.266.786.627.409,24

2016 Rp   1.335.283.958.792,70

2017 Rp   1.671.806.819.696,53

2018 Rp   1.685.558.666.147,01

Tahun A P B D

2010 Rp   1.548.893.544.341,35

2011 Rp   1.823.869.841.572,00

2012 Rp   2.189.900.721.374,00

2013 Rp   2.581.879.644.884,10
2014 Rp   2.897.820.677.787,14
2015 Rp   3.690.881.215.675,00
2016 Rp   3.993.514.701.340,00
2017 Rp   4.269.179.372.259,04
2018 Rp   4.472.131.300.437,41
2019 Rp   4.826.488.930.000,00
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Prioritas Isu Strategis Pembangunan Daerah

PENDIDIKAN
KESEHATAN

INDUSTRI
PERDAGANGAN

INFRASTRUKTUR
LINGKUNGAN HIDUP

KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI

6

UNGGULAN

PENUNJANG

Sejahtera

Mandiri

Berkelanjutan

Inovatif

2
WAJIB

2 UMKM
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RPJMD Kabupaten Sidoarjo

KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTANVISI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif,
partisipasif dan transparan.

PEREKONOMIAN
Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan,
pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat

KUALITAS SDM

Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan

TATANAN SOSIAL
Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan
keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN
Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
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Rekonstruksi Pencapaian Visi Misi

VISI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016- 2021“KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN”
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MISI 2
(PEREKONOMIAN)

MISI 3 (KUALITAS SDM) MISI 4
(TATANAN SOSIAL)

MISI 5 (INFRASTRUKTUR &
LINGKUNGAN)

MISI 1 (TATA KELOLA PEMERINTAHAN)
“PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MELALUI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF, ASPIRATIF,

PARTISIPASIF DAN TRANSPARAN “
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Rekonstruksi Pencapaian Visi Misi
KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN

Pemerintahan yang bersih
dan akuntabel melalui

penyelenggaraan
pemerintahan yang

aspiratif, partisipasif dan
transparan

Meningkatnya
perekonomian daerah
melalui optimalisasi

potensi basis Industri
pengolahan, pertanian,
perikanan, pariwisata,

UMKM dan Koperasi serta
pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya kualitas dan
standar pelayanan

Pendidikan dan kesehatan

Meningkatnya tatanan
kehidupan masyarakat yang
berbudaya dan berakhlaqul

Karimah, berlandasan
keimanan kepada Tuhan

YME, serta dapat memelihara
kerukunan, ketentraman, dan

ketertiban

Infrastruktur publik yang
memadai dan berkualitas

sebagai penunjang
pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan.

TATA KELOLA
PEMERINTAHAN

PEREKONOMIAN KUALITAS SDM TATANAN SOSIAL INFRASTRUKTUR
dan LINGKUNGAN

Pemerintahan Yang
Bersih dan Akuntabel

Meningkatnya
Akuntabilitas

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan

Publik dengan
Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Pertumbuhan
Ekonomi yang
Berdaya Saing

Meningkatnya
Pendapatan Perkapita

Masyarakat

Meningkatnya
Kesejahteraan

Masyarakat

Peningkatan Kualitas
Sumber Daya

Manusia

Meningkatnya
Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Meningkatnya Derajat
Kesehatan
Masyarakat

Tatanan Sosial
Masyarakat yang

Berbudaya, Rukun,
Aman, Tertib, Nyaman

dan Berkeadilan

Meningkatnya
Keamanan,

Kenyamanan,
Ketertiban Umum
yang Berkeadilan

Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan

Kelestarian
Lingkungan Hidup

Meningkatnya
Kuantitas dan

Kualitas Infrastruktur
Daerah

Meningkatnya
Kelestarian

Lingkungan Hidup

TUJUAN

SASARAN
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Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan

Kausalitas Loop Diagram Pencapaian Visi Misi

Penyelenggaraan
Pemerintahan Pertumbuhan

Ekonomi Kualitas SDM

Aman, Nyaman,
Tertib & Adil

Infrastruktur
Memadai

Kualitas
Pelayanan Publik

Kelestarian
Lingkungan Hidup

Pendapatan
Perkapita

Ketimpangan
Pendapatan

Kemiskinan

Pengangguran
Terbuka

Kualitas
Pendidikan

Infrastruktur
Jalan

Kesesuaian
Tata Ruang

Kualitas
Kesehatan



PROSES BISNIS Pecapaian Visi Misi
(Metode Level / Tingkatan Peta)

Level
0

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
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TATA KELOLA PEMERINTAHAN

PELAYANAN PUBLIK & PEMANFAATAN IT

1

PERENCANAAN PENGENDALIAN
& PENGAWASAN

PENGELOLAAN
KEUANGAN &

ASET
KEBIJAKAN

PROFESIONA
LISME ASN

KUALITAS
PELAYANAN

PENGEMBANGAN IT INFORMASI
PUBLIK

PEREKONOMIAN 2
KUALITAS PENDIDIKAN KUALITAS KESEHATAN

KUALITAS SDM 3

TATANAN SOSIAL
KEAMANAN dan

KETERTIBAN
PENANGGULANGAN

BENCANA
PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

4

KUANTITAS dan KUALITAS INFRASTRUKTUR KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN 5

PENURUNAN
PENGANGGURAN

TERBUKA

PENGURANGAN
KEMISKINAN

P
R

O
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S
P

E
N

D
U
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U
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PROSES BISNIS (Contoh Pada Tujuan 2) Level
1

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
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TATA KELOLA PEMERINTAHAN

PELAYANAN PUBLIK & PEMANFAATAN IT

1

PERENCANAAN PENGENDALIAN
& PENGAWASAN

PENGELOLAAN
KEUANGAN &

ASET
KEBIJAKAN

PROFESIONA
LISME ASN

KUALITAS
PELAYANAN

PENGEMBANGAN IT INFORMASI
PUBLIK

PEREKONOMIAN 2

INFRASTRUKTUR
JALAN dan
JEMBATAN

INFRASTRUKTUR PUBLIK 5

PENURUNAN
PENGANGGURAN TERBUKA

PENGURANGAN
KEMISKINAN

P
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D
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PDRB SEKTOR
INDUSTRI

PENGOLAHAN

PDRB SEKTOR
PERDAGANGAN

PDRB
SEKTOR

PERTANIAN

PDRB
SEKTOR

PERIKANAN

PDRB
SEKTOR

PARIWISATA

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

KOPERASI
BERKUALITAS

INVESTASI

PENURUNAN PMKS

DESA MAJU

PENGENDALIAN
BANJIR

PENATAAN
RUANG DAN

WILAYAH

TATANAN SOSIAL

KEAMANAN
dan

KETERTIBAN

POTENSI
KONFLIK

4 KUALITAS PENDIDIKAN

LINK dan MATCH
INDUSTRI DAN
PENDIDIKAN

POTENSI
KEPEMUDAAN

3



RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi TUJUAN 2

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Outcome Pendukung :

OPD Terkait :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pertumbuhan Ekonomi Indeks GINI

Pendapatan Perkapita Tingkat Pengangguran Terbuka

Meningkatnya Pendapatan
Perkapita Masyarakat

Tingkat Kemiskinan

Menurunnya Ketimpangan
Pendapatan Masyarakat

Persentase Desa Maju

DISPERINDAG

DINAS PANGAN
TANI

BPPD

DPMPTSP

DISPORAPAR

DINAS
PERIKANAN

DISKOP UM

KECAMATANDINAS PMD

DINSOSDISNAKER

DINAS PUBMSDA

DINAS P2CKTR

SATPOL PP DISPENDIKBUD

DISPORAPAR

SETDA

BAPPEDA

BPKAD

CrossCutting



RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi TUJUAN 2

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

BupatiBupati

DisperindagDisperindag

Bidang IndustriBidang Industri

Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan

Bidang Pasar
Rakyat

Bidang Pasar
Rakyat

Dinas
Pangan Tani

Dinas
Pangan Tani

Bidang
Produksi
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Bidang
Produksi
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Bidang Sarana
Prasarana
Tanaman

Pangan dan
Perkebunan

Bidang Sarana
Prasarana
Tanaman

Pangan dan
Perkebunan

Bidang
Produksi

Peternakan

Bidang
Produksi

Peternakan

Bidang
Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Veteriner

Bidang
Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Veteriner

Dinas
Perikanan

Dinas
Perikanan

Bidang
Perikanan
Tangkap

Bidang
Perikanan
Tangkap

Bidang
Produksi
Budidaya

Bidang
Produksi
Budidaya

Bidang Bina
Usaha

Perikanan

Bidang Bina
Usaha

Perikanan

DisporaparDisporapar

Bidang
Kepemudaan

Bidang
Kepemudaan

Bidang
Olahraga
Bidang

Olahraga

Bidang
Pariwisata

Bidang
Pariwisata

DPMPTSPDPMPTSP

Bidang Non
Perizinan

Bidang Non
Perizinan

Bidang PerizinanBidang Perizinan

Bidang
Pengembangan

dan Promosi

Bidang
Pengembangan

dan Promosi

BPPDBPPD

Bidang
Pengembangan
dan Pendataan

Bidang
Pengembangan
dan Pendataan

Bidang
Penetapan

Bidang
Penetapan

Bidang
Pengendalian

Bidang
Pengendalian

Diskop UMDiskop UM

Bidang
Kelembagaan

Koperasi

Bidang
Kelembagaan

Koperasi

Bidang Usaha
Koperasii dan
Usaha Mikro

Bidang Usaha
Koperasii dan
Usaha Mikro

Bidang
Pengendalian,
Pengawasan
Koperasi dan
Usaha Mikro

Bidang
Pengendalian,
Pengawasan
Koperasi dan
Usaha Mikro

DisnakerDisnaker

Bidang
Pelatihan Kerja

dan
Produktivitas

Bidang
Pelatihan Kerja

dan
Produktivitas

Bidang
Penempatan
Tenaga Kerja,

Perluasan
Kerja dan

Transmigrasi

Bidang
Penempatan
Tenaga Kerja,

Perluasan
Kerja dan

Transmigrasi

Bidang
Hubungan

Industrial dan
Kesejahteraan

Pekerja

Bidang
Hubungan

Industrial dan
Kesejahteraan

Pekerja

DinsosDinsos

Bidang
Pemberdayaan

Sosial dan
Penanganan
Fakir Miskin

Bidang
Pemberdayaan

Sosial dan
Penanganan
Fakir Miskin

Bidang
Pelayanan dan

Rehabilitasi
Sosial

Bidang
Pelayanan dan

Rehabilitasi
Sosial

Bidang
Perlindungan
dan Jaminan

Sosial

Bidang
Perlindungan
dan Jaminan

Sosial

Dinas PMDDinas PMD

Bidang
Kelembagaan
dan Partisipasi

Masyarakat

Bidang
Kelembagaan
dan Partisipasi

Masyarakat

Bidang
Pemberdayaan
Usaha Ekonomi

Masyarakat

Bidang
Pemberdayaan
Usaha Ekonomi

Masyarakat

Bidang
Keuangan dan

Aset Desa

Bidang
Keuangan dan

Aset Desa

KecamatanKecamatan

Seksi
Pemerintahan

Seksi
Pemerintahan

Seksi
Perekonomian

Seksi
Perekonomian

Seksi
Pembangunan

Seksi
Pembangunan

Seksi TrantibSeksi Trantib

SekdaSekda

Proses 2.1

Proses 2.2

Outcome :

Outcome :

Pendapatan Perkapita

Tingkat
Pengangguran

Terbuka

Tingkat
Kemiskinan

Persentase Desa
Maju

Bidang
Ketahanan

Pangan

Bidang
Ketahanan

Pangan

Bidang
Pengendalian

Bidang
Pengendalian

Seksi KessosSeksi Kessos

Bidang
Pemerintahan

Desa

Bidang
Pemerintahan

Desa

PENERAPAN PERFORMANCE BASED ORGANIZATION ATAU ORGANISASI BERBASIS
KINERJA DENGAN MELAKUKAN PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI YANG
DIDASARKAN PADA RPJMD



LOGICAL FRAMEWORK TUJUAN 2

Urusan
Perindustrian

Unsur
Penunjang

Urusan
Pemberdayaan

Masyarakat & Desa
Urusan SosialUrusan Tenaga

Kerja

Sasaran

Indikator
Sasaran

Sasaran
OPD

OPD

PROGRAM
UNGGULAN

Urusan

Pendapatan Perkapita

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

Tingkat
Pengangguran

Terbuka

Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat

Tingkat
Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi Indeks GINI

Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Persentase Desa Maju

Tujuan
Indikator
Tujuan

Meningkat
nya

Kontribusi
PDRB
Sektor
Industri

Pengolahan

Meningkat
nya

Kontribusi
PDRB
Sektor

Perikanan

Meningkat
nya

Kontribusi
PDRB
Sektor

Perdaga
ngan

Meningkat
nya

Kontribusi
PDRB
Sektor

Pertanian

Meningkat
nya

Investasi
Daerah

Meningkat
nya

Kontribusi
PDRB
Sektor

Pariwisata

Meningkat
nya

Pendapa
tan Asli
Daerah

Kualitas
Penyelengga

raan
Pemerintahan

Desa

Pemberdayaan
Masyarakat

Desa

Menurunnya
Angka

Penyandang
Masalah

Kesejahteraan
Sosial

Menurunnya
Tingkat

Pengangguran
Terbuka

Meningkatnya
Aktivitas
Ekonomi

Masyarakat
Melalui

Koperasi dan
Usaha Mikro

Program
Penumbuhan

dan
Pengemba
ngan IKM

Program
perlindungan

konsumen dan
pengamanan
perdagangan,
peningkatan

kerjasama dan
pengembangan
perdagangan

serta pembinaan
pedagang informal

Program
Pengembangan,

Penyediaan
Sarana Prasarana
dan Peningkatan

Pelayanan
infrastruktur

melalui kemitraan
serta Pendapatan

Pasar rakyat

Program
Peningkatan

Hasil Produksi
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Program
Peningkatan

Kualitas
Produksi

Peternakan /
Kehewanan dan

Hasil Hewan

Program
Peningkatan

produksi Hasil
Perkebunan

Program
Peningkatan
Ketahanan

pangan daerah

Program
peningkatan
produksi ikan

dan
pengawasan

perikanan
tangkap

Program
peningkatan

produksi
perikanan
budidaya

Program
pengolahan,
kesehatan
ikan dan

lingkungan

Program
peningkatan

iklim dan
realisasi
investasi

Program
peningkatan
promosi dan
kerjasama
investasi

Program
Pengemba
ngan Objek,

promosi,
dan usaha
pariwisata

Program
Pendataan,
Peningkatan

dan
Pengemba
ngan Pajak

Daerah

Program
Peningkatan

kualitas
kelembagaan

koperasi

Program
Pemberdayaan

dan
Pengembangan,
Usaha Koperasi
dan Usaha Mikro

Program
Pengendalian

dan
Pengawasan
Koperasi dan
Usaha Mikro

Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Program
Peningkatan

Kesempatan Kerja
dan

Penyelenggaraan
Transmigrasi

Program
Pengembangan

dan Perlindungan
Ketenagakerjaan

Program
Pelayanan dan

Rehabilitasi
Kesejahteraan

Sosial

Program
pemberdayaan

Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan penyandang

masalah
kesejahteraan

(PMKS) lainnya

Program
Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Program
koordinasi,

pembinaan, dan
penyelenggaraan

pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban umum,

perekonomian,
kesejahteraan

sosial dan
pembangunan

DISPERINDAG DINAS
PANGAN TANI BPPDDPMPTSPDISPORAPARDINAS

PERIKANAN KECAMATANDINAS PMDDINSOSDISNAKERDISKOP UM

Program peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

Program peningkatan
keberdayaan usaha
ekonomi masyarakat

Urusan
Perdaga

ngan

Urusan
Kelautan &
Perikanan

Urusan
Pangan &

Urusan
Pertanian

Urusan
Pariwisata

Urusan
Penanaman

Modal

Unsur
Penunjang

Urusan
Koperasi &

Usaha Mikro



Penerapan Performance Based Organization
Pada Perubahan Struktur Organisasi OPD (Contoh)

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Kuantitas dan Kualitas
Infrastruktur Jalan

Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Irigasi dan Pengendalian Banjir

Pemanfaatan lahan sesuai
dengan rencana tata ruang

Kuantitas dan Kualitas Pelayanan
Dasar Perumahan dan Permukiman

Cascade
Kinerja

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Kepala Bidang
Pembangunan dan

Bina Manfaat Air

Kepala Bidang
Operasi dan

Pemeliharaan Air

Kepala Bidang
Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Kepala Bidang
Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan
Kepala Bidang Tata

Bangunan
Kepala Bidang Tata

Bangunan

Kepala Dinas
Perumahan dan

Permukiman

Kepala Bidang
Pertanahan

Kepala Bidang
Permukiman

Kepala Bidang
Perumahan

SEBELUM
Perbaikan Struktur
Organisasi

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan

Sumber Daya Air

Kepala Bidang Jalan dan
Jembatan Kepala Bidang Irigasi Kepala Bidang Pengendalian

Banjir

Kepala Dinas
Perumahan,
Permukiman,

Kepala Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan

Kepala Bidang
Pengawasan Bangunan

Kepala Bidang Tata
Bangunan

Kepala Bidang
Perumahan dan

Permukiman

SETELAH
Perbaikan Struktur
Organisasi

Kuantitas dan
Kualitas Infrastruktur

Jalan

Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Irigasi dan
Pengendalian Banjir Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang

Kuantitas dan Kualitas
Pelayanan Dasar Perumahan

dan Permukiman

Penurunan Luas Area Genangan BanjirJalan Kondisi Mantap Penurunan Luas Kawasan Kumuh Rumah Layak Huni

Outcome : Outcome :Outcome :Outcome :

Telah ditetapkan dengan PERDA Nomor 6 Tahun 2018, PERBUP Nomor 106 Tahun 2018,
dan PERBUP Nomor 107 Tahun 2018



Kebijakan Re-Strukturisasi OPD
PERDA Nomor 6 Tahun 2018 PERBUP Nomor 106 Tahun 2018 PERBUP Nomor 107 Tahun 2018
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SEBELUM

14
15
24
56

708
2.038

SESUDAH

5
7
9

17
133
979

∑ TUJUAN
∑ INDIKATOR

TUJUAN

∑ SASARAN
∑ INDIKATOR

SASARAN

∑ PROGRAM

∑ KEGIATAN

64,29%

62,50%

81,21%

51,96%

53,33%

69,64%

Re-Focussing RPJMD Tahun 2016 - 2021

REFOCUSSING RPJMD Kabupaten Sidoarjo



EFEKTIFITAS & EFISIENSI DALAM PENGANGGARAN
Melalui Penerapan Performance Based Budgetting

Program
708

Kegiatan
2.038

2016 Program
133

Kegiatan
979

2019

59,50%

NILAI EFISIENSI

Kebijakan Performance Based Budgetting :

Memastikan kinerja apa yang akan dihasilkan terlebih dahulu,
sebelum mengajukan anggaran (Money Follow Result)

Fokus pada  Prioritas Tematik Pembangunan

Menyusun Analisa Standart Biaya (ASB) Kegiatan, yang
selanjutnya akan disusun ASB Program

Menyusun Meta Program dan Meta Kegiatan (Kerangka
Acuan Kinerja) dalam pengajuan anggaran

Efisiensi Belanja Operasional (ATK, Perjalanan Dinas, dll) pada
satu Kegiatan

Re-Focussing Program dan Kegiatan

Re-Strukturisasi Organisasi

EFISIENSI

Penguatan Ekonomi Lokal

Peningkatan Infrastruktur Publik

Pemberian Reward Kinerja

Efisiensi
Dimanfaatkan
Untuk :



IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
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Implementasinya dan Hasilnya
Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kausalitas
Loop Diagram

Kerangka
Kinerja

•Cascading Kinerja
•Cross Cutting Program
•Peta Proses Bisnis

Implementasi

SAKIP

•Tematik
•Holistik
•Integratik
•Spasial

T H I S
KINERJA

TERCAPAIKinerja

Implementasi Akuntablitas Kinerja Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Hasil / Manfaat
Yang Dapat Dirasakan
Langsung Oleh Masyarakat
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Implementasi Kausalitas Loop Diagram Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat Sejahtera

Pertumbuhan
Ekonomi

Indeks Pembangunan
Manusia Indeks Kebahagiaan

Pendapatan
Perkapita

Ketimpangan
Pendapatan

Kemiskinan

Pengangguran
Terbuka

Kualitas
Pendidikan

Kualitas
Kesehatan

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Infrastruktur
Memadai

Pendidikan
Dasar

Pendidikan
Menengah

Pendidikan
Tinggi

USAHA MIKRO
EKONOMI KREATIF

Pelayanan
Kesehatan

JAMINAN
KESEHATAN

Permasalahan :
1. Angka Kemiskinan
2. Pengangguran

Yang ada di
8 Kecamatan

Solusi / Upaya :
Disesuaikan dengan potensi ekonomi /
karakteristik daerah (sektor unggulan) :
1. Sektor Industri Pengolaham
2. Sektor Perdagangan

Melalui Program 1.000 WUB (Wirausaha Baru)
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ALUR TEMATIK PEMBANGUNAN
RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Iklim

Demokrasi
Kondusif

 Peningkatan
Ekonomi

 Pemerataan
Pembangunan

 Pemerataan
Infratruktur

 Pertumbuhan
Ekonomi

 Perluasan
Kesempatan
Kerja

 Pemantapan
Infrastruktur

 Pertumbuhan
Ekonomi

 Kelestarian
Lingkungan
Hidup

 Peningkatan
Kesejahteraan

 Percepatan
Pertumbuhan
Ekonomi

 Akselerasi
Sektor
Potensial

Stabilisasi
Pertumbuhan
Ekonomi

 Peningkatan
Kualitas SDM

 Peningkatan
Infrastruktur
Publik

 Pertumbuhan
Ekonomi
Berkelanjutan

“Mewujudkan Iklim
Demokrasi yang Sehat

Dan Kondusif Guna
Menunjang

Peningkatan Ekonomi
dan Pemerataan

Pembangunan Daerah”

“Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya

Manusia Dan
Infrastruktur Publik

Dalam Rangka
Pembangunan
Ekonomi Yang
Berkelanjutan”

“Pemerataan
Pembangunan

Infrastruktur Daerah
dalam Menunjang

Pertumbuhan Ekonomi
guna Menciptakan

Perluasan
Kesempatan Kerja”

“ Pemantapan
Infrastruktur

Penunjang Ekonomi
dan Lingkungan Hidup
dalam meningkatkan

kesejahteraan
Masyarakat ”

“Percepatan
Pembangunan

Ekonomi melalui
akselarasi sektor-
sektor potensial

daerah”

“Menciptakan
Stabilisasi

Pertumbuhan
Ekonomi

Kabupaten
Sidoarjo yang

berdaya saing”

T E M A T I K
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H O L I S T I K

Meningkatnya
Pendapatan

Perkapita
Masyarakat

Meningkatnya
Kontribusi PDRB
Sektor Industri
Pengolahan

Meningkatnya
Kontribusi PDRB

Sektor
Perdagangan

Meningkatnya
Kontribusi PDRB

Sektor
Pertanian

Meningkatnya
Kontribusi PDRB

Sektor
Perikanan

Meningkatnya
Kontribusi PDRB

Sektor
Pariwisata

Meningkatnya
Investasi
Daerah

Meningkatnya
Pendapatan
Asli Daerah

(PAD)

Meningkatnya
Aktivitas
Ekonomi

Masyarakat

Menurunnya
Ketimpangan
Pendapatan
Masyarakat

Menurunnya
Tingkat

Pengangguran
Terbuka

Menurunnya
Angka PMKS
(Penyandang

Masalah
Kesejahteraan

Sosial)

Meningkatnya
Pemberdayaan

Masyarakat
Desa

Meningkatnya
Kualitas

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Desa

Meningkatnya
Kualitas

Pendidikan
Masyarakat

Meningkatnya
Derajat

Kesehatan
Masyarakat

DISKOP UM

DISPERINDAG

DISPERINDAG

DINAS PANGAN TANI

DINAS PERIKANAN

DISPORAPAR

DPMPTSP

BPPD

DISNAKER

DINSOS

DINAS PMD

KECAMATAN

DINKES

DISPENDIKBUD

Cross Cutting Sasaran Lintas Sektor OPD



I N T E G R A T I K
Integrasi Program dan Kegiatan Lintas OPD

Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Potensial Daerah

Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Potensial Daerah

Dinas
Perindustrian

dan
Perdagangan

Dinas
Perindustrian

dan
Perdagangan

Dinas
Koperasi

dan Usaha
Mikro

Dinas
Koperasi

dan Usaha
Mikro

Dinas
Tenaga
Kerja

Dinas
Tenaga
Kerja

Dinas
Sosial
Dinas
Sosial

Dinas
Penanaman
Modal dan

PTSP

Dinas
Penanaman
Modal dan

PTSPDinas
Pangan

dan
Pertanian

Dinas
Pangan

dan
Pertanian

Dinas
Perikanan

Dinas
Perikanan

Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan

Pariwisata

Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan

Pariwisata

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan

Desa

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan

Desa

KecamatanKecamatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

STANDARISASI IKM

PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENINGKATAN EKSPORT

PENGEMBANGAN KOPERASI BERKUALITAS

PEMBINAAN USAHA MIKRO MANDIRI

PENUMBUHAN WIRA USAHA BARU

PEMBERIAN BANTUAN DANA BERGULIR

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Output :
 Sertifikasi IKM
 Eksport Porduk

Output :
 Wira Usaha Baru (WUB)
 Bantuan Dana Bergulir
 Pembekalan dan Pelatihan

Output :
 Tenaga Kerja Terlatih
 Lapangan Kerja Baru

PENURUNAN PMKS

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

Output :
 Pemberian Jaminan

Sosial (JKM & UHC)

IKLIM DAN REALISASI
INVESTASI

PROMOSI INVESTASI

Output :
 Nilai Investasi

PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Output :
 Produksi Pertanian

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

PEMBINAAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Output :
 Produksi Perikanan

PENGEMBANGAN PROMOSI
POTENSI WISATA

PENGEMBANGAN INDUSTRI
KREATIF

Output :
 Industri Kreatif

PEMBERDAYAAN DESA

PENGEMBANGAN
INOVASI DAN
TEKNOLOGI TEPAT
GUNA

Output :
 Produk Unggulan Desa

KOORDINASI BIDANG PEREKONOIAN

Output :
 Delegasi Wewenang

Bidang Perekonomian

PENERBITAN IJIN PIRT (PRODUK
INDUSTRI RUMAH TANGGA)

Output :
 Ijin PIRT

Pertumbuhan
Ekonomi

Indeks
Pembangunan

Manusia

Kualitas
Pendidikan

Kualitas
Kesehatan

Optimalisasi Penumbuhan Wira Usaha
Baru melalui PROGRAM 1.000 WUB
Optimalisasi Penumbuhan Wira Usaha
Baru melalui PROGRAM 1.000 WUB

Efisiensi Kegiatan Pelatihan menjadi
terpusat di satu OPD, yaitu DISKOP
dengan NILAI EFISIENSI 11 Milyar

Efisiensi Kegiatan Pelatihan menjadi
terpusat di satu OPD, yaitu DISKOP
dengan NILAI EFISIENSI 11 Milyar

Menambahkan proporsi anggaran untuk
Pemberian JKM dan UHC agar
Masyarakat Fokus ke Pembiayaan
Pendidikan Tinggi, dengan mengurangi
beban biaya kesehatan

Menambahkan proporsi anggaran untuk
Pemberian JKM dan UHC agar
Masyarakat Fokus ke Pembiayaan
Pendidikan Tinggi, dengan mengurangi
beban biaya kesehatan

Strategi Percepatan Pencapaian Kinerja :



CROSS FUNCTIONAL MAP PROGRAM 1.000 WUB

= INPUT

= OUTPUT

= PROSES

Peningkatan
Pendapatan Perkapita

Penurunan Tingkat
Pengangguran
Terbuka

Penurunan Tingkat
Kemiskinan



S P A S I A L

 Pengembangan Usaha Mikro
Berbasis Kewilayahan Berdasarkan
Peta Sebaran Kemiskinan

 Ada 8 Kecamatan yang menjadi
sasaran, yaitu Kecamatan : Jabon,
Porong, Krembung, Prambon,
Tulangan, Wonoayu, Tarik, dan
Balongbendo

 Hasil Program 1.000 WUB dapat
menjadi Produk Unggulan dan
Potensi Kewilayahan

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kewilayahan

Indeks GINI

Outcome :

Kecamatan Rawan Kemiskinan

Peta Wilayah Rawan Kemiskinan



PROGRAM 1.000 WUB
1000Wirausaha Baru (1000WUB) adalah sebuah komitmen untuk menciptakan kekuatan

ekonomi lokal yang berkelanjutan, melalui sebuah program pendampingan kewirausahaan untuk
mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan wirausaha. Dengan 4 tahapan utama kegiatan

pembinaan 1000 Wirausaha Baru

Kegiatan ini ditargetkan ke warga kurang mampu di kecamatan terluar kabupaten Sidoarjo, dengan rincian 75 persen warga
kurang mampu dan 25 persen pelaku usaha UMKM / UKM / IKM  / Startup

1000
Peserta

8
Kecamatan

950
Warga Miskin

50
UMKM



PROGRAM 1.000 WUB

Program 1.000 WUB merupakan implementasi percepatan pencapaian kinerja dalam
Penurunan Pengangguran dan Kemiskinan berbasis Akuntabilitas Kinerja
Untuk selanjutnya di Tahun 2020 akan dikembangkan menjadi Program 10.000 WUB dan
sinergi dengan Era Industri 4.0

Success Story :
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Harapan Peran Birokrasi Dalam Peningkatan
Pendapatan Masyarakat

Dengan Peran Birokrasi

Tanpa Peran Birokrasi

PROGRAM 1.000 WUB

Peran Birokrasi terhadap
penurunan kemiskinan dan
pengangguran, menjamin
peningkatan pendapatan
masyarakat akan signifikan

Program 1.000 WUB akan dijadikan sebagai Role Model
Pengembangan Usaha Mikro
oleh Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Dr. TETEN MASDUKI
dalam acara ICCN (Indonesia Creative Cities Network)



HASIL CAPAIAN KINERJA

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

6.30% 4.73% 3.99% 5.34%

TINGKAT KEMISKINAN

6.44% 5.69% 10.85% 9.66%

INDEKS GINI

0.35 0.34 0.35 0.38

PERTUMBUHAN EKONOMI

5.24% 6.05% 5.50% 5.17%

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

77.43 79.50 70.77 71.39

Baseline
Tahun 2015

Kab. Sidoarjo
Tahun 2019

Prov. JATIM
Tahun 2019

NASIONAL
Tahun 2019

Peningkatan Kualitas SDM

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerataan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Penurunan Angka Pengangguran

Sumber Data : BPS Kab. Sidoarjo



IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA
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Sistem Manajemen Kinerja

e-RPJMD

e-RKPD

e-REGO

SIKSDASIRUP
BRIDGE

e-Kinerja

e-MONEV

RDS
(Regional Development System)

Sistem Manajemen Kinerja Daerah yang dilaksanakan melalui
keterpaduan dan konsistensi langkah mulai perencanaan ->
standarisasi harga barang / jasa -> penganggaran -> proses
pengadaan barang / jasa -> pengukuran kinerja -> monitoring
dan evaluasi kinerja

Regional Development System (RDS)

5 KEUNGGULAN RDS
• KONSISTENSI, Kesinambungan visi-misi sampai dengan target

indikator bisa dipertahankan karena bisa dilakukan penguncian melalui
sistem.

• TRANSPARANSI, Kecamatan dan anggota DPRD dapat memantau
perjalanan usulan bottom up melalui sistem.

• KESERAGAMAN, Penggunaan erego yang berisi standar belanja,
standar biaya, dan ASB menjamin keseragaman nama barang, kode
rekening, dan harga, disamping juga memenuhi amanah Permendagri
no 13 tahun 2006 pasal 93 (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2)
berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis
standar belanja, SSH, dan SPM.

• EFEKTIF, Dengan RDS kebijakan penganggaran yang dikeluarkan oleh
TAPD bisa diterapkan secara efektif, karena perubahan-perubahan
yang mendasar bisa dilakukan melalui sistem

• EFISIEN, Pelaksanaan verifikasi yang semula membutuhkan banyak
kertas, karena manual, dapat dilakukan secara paperless sehingga
menghemat penggunaan kertas. Selain itu, satu kali input oleh PD juga
menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan perencanaan.





BERIKUTNYA
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Manajemen Kinerja Individu

e-Kinerja

SKP Online

Perjanjian
Kinerja Onlinee-Monev

Untuk Keselarasan antara Indikator Kinerja Individu (IKI)
dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Untuk Keselarasan antara Indikator Kinerja Individu (IKI)
dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Integrasi aplikasi SKP Online, Perjanjian Kinerja Online
(e-Perkin) beserta monitoring dan evaluasinya (e-Monev)
Integrasi aplikasi SKP Online, Perjanjian Kinerja Online
(e-Perkin) beserta monitoring dan evaluasinya (e-Monev)

Menjadi instrument perhitungan pemberian tunjangan
kinerja individu
Menjadi instrument perhitungan pemberian tunjangan
kinerja individu
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Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment

Menggunakan metode FES
(Factor Evaluation System)

Grade/ Kelas Jabatan 
sifatnya fixed

TPPD

Berdasarkan
Beban Kerja

Berdasarkan
Prestasi

Kerja

Uang
Kinerja

Budaya Kerja

BULANAN

Nilai Perilaku Kerja
(360°)

PER TRIBULAN

Capaian Kinerja 50 %

20 %

Serapan Anggaran
Per Program 30 %

-Kehadiran
-Aktifitas Harian

TPPD TAHUN 2019
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019

PNS

ATASAN

BAWAHAN REKAN

Integritas

Orientasi Pelayanan

Komitmen

Disiplin

Kerjasama

Kepemimpinan

 Reward untuk OPD
dengan Nilai SAKIP A

 Reward untuk OPD
dengan Predikat ZI WBK





BERIKUTNYA



Komitmen Pelaksaaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2018

TINDAK LANJUT TAHUN 2019REKOMENDASI TAHUN 2018

• MENYEMPURNAKAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS UNTUK
MENJADI DASAR PERBAIKAN CASCADING KINERJA OPD
HINGGA INDIVIDU

• KESELARASAN ANTARA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DENGAN SKP

• MENYEMPURNAKAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU MELALUI
INTEGRASI SISTEM SKP ONLINE, PERJANJIAN KINERJA
ONLINE, DAN E-MONEV MENJADI E-KINERJA, SEBAGAI
DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

• MENERAPKAN PERFORMANCE BASED ORGANIZATION ATAU
ORGANISASI BERBASIS KINERJA DENGAN MELAKUKAN
PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI YANG DIDASARKAN
PADA RPJMD

• MENYEMPURNAKAN EVALUASI KINERJA DENGAN MELAKUKAN
MONEV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, SELAIN MONEV
PROGRAM, KEGIATAN, DAN REALISASI ANGGARAN

• MENYUSUN ANALISA RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA
DAERAH

Menyusun suatu peta proses bisnis yang menggambarkan
proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan
organisasi. Peta proses bisnis ini selanjutnya akan
dijadikan sebagai acuan dalam perumusan cascade kinerja
utama pada setiap jenjang organisasi hingga individu

Menerapkan Performance Based Organization dengan
menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam membangun organisasi
selain memperhatikan ketentuan tentang penyusunan
organisasi perangkat daerah

Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan
setiap penanggung jawab program melakukan evaluasi yang
didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan
lintas Perangkat Daerah

Lebih mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menyusun indikator
kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi
serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. Penguatan
budaya kinerja ini juga sebaiknya dilakukan dengan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja berjenjang
secara berkala di seluruh unit kerja















SAMKARYA PARASAMYA
PURNA KARYA NUGRAHA

(2017)

LPPD PERINGKAT 1
NASIONAL (2017 – 2019)
KATEGORI KABUPATEN

SAKIP KATEGORI    A
(2018)
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